WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 59 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penggunaan Dana
Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri
vang Diselenggarakan oleh Kota Banjarmasin pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2018 dan memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 910/106/SJ Tanggal 11
Januari 2017 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban
Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan
Negeri Yang Diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, terjadi kenaikan dan penurunan estimasi
pengeluaran dalam APBD tentang penggunaan Dana
Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri
yang Diselenggarakan oleh Kota Banjarmasin pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2018,;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota
Banjarmasin tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Banjarmasin Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Banjarmasin Tahun Anggaran 2018.



Mengingat

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959  tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman Pengelolaan  Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014
tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 40);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2018
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2018 (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 10);



Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 59 TAHUN 2018 TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN

DAN

BELANJA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 59 Tahun 2018
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Banjarmasin Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Nomor 59

Tahun 2018) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

1. Ketentuan Lampiran [I, SKPD Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Program Kegiatan Kode Rekening Uraian Jumlah Penjelasan
1.01.1.01.01 | 1.01.1.01.01.16. | 5.2.1.04.02. Belanja 5.867.668.811 | BIDANG
.16. 359. Pegawai PEMBINAAN
Program Operasional Dana BOS SD
Wajib Sekolah  Dasar APBN Belanja  Pegawai
Belajar (BOS APBN) Dana BOS APBN
Pendidikan 1 Tahun @
Dasar 5.867.668.811 =
Sembilan 5.867.668.811
Tahun
5.2.2.27.02. Belanja 30.965.737.510 | BIDANG
Barang dan PEMBINAAN
Jasa Dana SD
BOS APBN Belanja  Barang
dan Jasa BOS
APBN
1 Tahun @
30.965.737.510 =
30.965.737.510
5.2.3.80.01. Belanja 4.170.134.857 | BIDANG
Modal Dana PEMBINAAN

BOS APBN

SD

Belanja  Modal
BOS APBN
1 Tahun (@

o

4.170.134.857 =
4.170.134.857




1.01.1.01.01 | 1.01.1.01.01.16. | 5.2.1.04.02. Belanja 3.022.407.835 | BIDANG
16. 360. Pegawai PEMBINAAN
Program Operasional Dana  BOS SMP
Wajib Sekolah APBN Belanja Pegawai
Belajar Menengah Dana BOS APBN
Pendidikan | Pertama (BOS 1 Tahun (@
Dasar APBN) 3.022.407.835
Sembilan =3.022.407.835
Tahun 52.2.27.02. Belanja 16.940.753.849 | BIDANG
Barang dan PEMBINAAN
Jasa Dana SMP
BOS APBN Belanja  Barang
dan Jasa BOS
APBN
1 Tahun @
16.940.753.849
= 16.940.753.849
5.2.3.80.01. Belanja 2.855.869.764 | BIDANG
Modal Dana PEMBINAAN
BOS APBN SMP
Belanja ~ Modal
BOS APBN
I Tahun @
2.855.869.764
= 2.855.869.764
Pasal 11

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 26 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

_A—

HAMLI KURSANI

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 26 Desember 2018
WALIKOTA BANJARMASIN,

x;{;._”

IBNU SINA

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2018 NOMOR 76




